
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : a. bahwa barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam

penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah, maka

perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal

dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;

b. bahwa dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah, perlu

dilakukan penataan administrasi pengelolaan secara professional;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2007 tentang pedoman teknis Pengelola Barang Milik Daerah, maka

Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu di tetapkan dengan Peratuaran

Daerah;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam

huruf a, huruf b, huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Pengelolan barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun

1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Sabu Raijua di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan

Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1967);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4515);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4609) sebagimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pertauran

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4855);

` 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

19. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara

Penjualan Rumah Negeri;

20. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Status Rumah

Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Prisiden Nomor

81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor

134 Tahun 1974 Tentang Status Rumah Negeri;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Perlindungan Asuransi Barang Milik/Dikuasai Pemerintah

Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Dan

BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.

3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Sabu Raijua.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua selaku Pengelola Barang

Milik Daerah.

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang selanjutnya di sebut Dinas

PPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD, adalah Perangkat Daerah

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala

Satuan Kerja dan Selaku Pengguna Anggaran.

9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau

berasal dari perolehan lainnya yang sah.



10. Unit Kerja adalah Bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang

Milik Daerah.

11. Kepala Unit kerja adalah Kepala Bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa

Pengguna Anggaran Milik Daerah.

12. Pengelola Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang

Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi

barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran/distribusi, inventarisasi,

pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta

penatausahaannya.

13. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima,

menyimpan dan mengeluarkan barang.

14. Pengurus Barang Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Milik

Daerah diluar kewenangan Pemegang Barang Milik Daerah yang ada di setiap SKPD Unit

Kerja/Satuan Kerja.

15. Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah yang ditempati oleh

Pejabat tertentu atau Pagawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang ditetapkan.

16. Standarisasi Harga Barang/Jasa adalah Pembakuan Harga Barang/Jasa menurut jenis,

spesifikasi serta kualitasnya.

17. Perencanaan adalah Kegiatan atau Tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu

dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka sedang menyusun kebutuhan dan atau

Pemeliharaan Barang Dearah yang akan datang.

18. Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan

pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan atau

pemeliharaan Barang Daerah yang dituangkan dalam anggaran.

19. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan

Barang Daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.

20. Pengadaan adalah Kegiatan untuk melakukan pemenuhan Kebutuhan Barang Daerah dan

Jasa.

21. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan

pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.

22. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman/pendistribusian barang dari

gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke unit kerja/satuan kerja pemakai.

23. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Daerah

selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil

guna.

24. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah

dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum.

25. Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah sebagai tindak

lanjut dari penghapusan dengan cara jual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan

sebagai modal Pemerintah Daerah.

26. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam

mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

27. Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa,

pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan

tidak mengubah status kepemilikan.


